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ABSTRAK

Hipotesis Tiebout mengatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien apabila
dilakukan oleh pemerintah lokal. Hal ini terjadi karena pemerintah lokal lebih mengetahui
informasi tentang preferensi masyarakatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Adanya
sistem desentralisasi fiskal memberikan kewenangan bagi pemerintah lokal untuk mengelola
aspek keuangannya dan menyalurkannya untuk pelayanan publik yang sesuai dengan
keinginan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengukur dan menganalisis
indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia, 2) mengukur dan menganalisis tingkat
efisiensi penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia, 3) melihat bagaimana pengaruh
indeks desentralisasi fiskal terhadap tingkat efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia.
Perhitungan indeks desentralisasi fiskal diukur dengan metode The Enhanced Index of Fiscal
Decentralization (EFDI) dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah, total belanja
daerah, total pengeluaran agregat pemerintah daerah dan pusat, dan dana perimbangan.
Perhitungan efisiensi penyediaan barang publik menggunakan metode Data Envelopment
Analysis (DEA) dengan variabel input berupa jumlah pegawai negeri sipil dan total belanja
daerah regional provinsi, sementara variabel outputnya adalah jumlah rumah sakit publik,
posyandu, puskesmas, jumlah sekolah negeri, panjang jalan, dan jumlah jembatan. Pengaruh
indeks desentralisasi fiskal terhadap penyediaan barang publik dianalisis menggunakan
metode Common Effect Model (CEM) dengan variabel dependen efisiensi penyediaan barang
publik dan variabel independen yang terdiri dari EFDI dan variabel dummy masing-masing
karakteristik 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) secara umum nilai
indeks desentralisasi fiskal 33 provinsi di Indonesia sangat rendah. 2) Skor efisiensi
penyediaan barang publik 33 provinsi di Indonesia sudah cukup tinggi, namun penyediaan
barang publik di provinsi DKI Jakarta tidak efisien. Hal ini dikarenakan sebagian besar
anggaran provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai biaya operasional bukan untuk
belanja barang publik. 3) Indeks desentralisasi fiskal secara statistik signifikan mempengaruhi
efisiensi penyediaan barang publik, akan tetapi pengaruhnya negatif. Artinya semakin besar
indeks desentralisasi fiskal maka skor efisiensi penyediaan barang publik akan semakin
berkurang. Hal tersebut disebabkan karena semakin terdesentralisasi suatu sistem
pemerintahan semakin jauh hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya,
sehingga pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin berkurang dan ini memberikan
peluang praktek korupsi yang semakin besar. Temuan ini tidak sesuai dengan apa yang
diungkapkan oleh Hipotesis Tiebout.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, efisiensi penyediaan barang publik.



ABSTRACT

Tiebout Hypothesis says that the provision of public goods will be more efficient if provided by
the local government. /t’s because local government know more the information about their
society preferences better than central government. Fiscal decentralization authorizes the
local government to control its financial aspects and provide public goods according to society
preferences. This research aims to 1) measure and analyze the index of fiscal decentralization
of 33 provinces in Indonesia, 2) measure and analyze the level of public goods provision
efficiency 33 provinces in Indonesia, 3) analyze the impact of fiscal decentralization index on
efficiency of public goods provision in Indonesia. The calculation of the index of fiscal
decentralization is measured with The Enhanced Index of Fiscal Decentralization (EFDI)
method using variables own source revenue local goverment, expenditure of local goverment,
total national and regional expenditure, and the balance funds. The calculation of public goods
provision efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) method, with input-variable is
total civil servants and total local goverment expenditure. The output variable is total public
hospitals, posyandu, puskesmas, public schools, bridge and length of the roads. The influence
of fiscal decentralization index on the efficiency of public goods provision is analyzed using
Common Effect Model (CEM) with efficient provision of public goods as dependent variable
and the independent variables are EFDI and dummy characters of 33 provinces in Indonesia.
The study found that 1) The fiscal decentralization index of 33 provinces in Indonesia is low.
2) Efficiency of public goods provision in 33 provinces in Indonesia is High, but DKI Jakarta
has the lowest score, which means DKI Jakarta is not efficient to provide public goods. It's
because most of the Jakarta provincial budget is used to finance the operating costs not to
buy public goods 3) The index of fiscal decentralization is statistically significant affect the
efficiency of public goods provision, but it has negative effect. This means the higher fiscal
decentralization index will reduce the efficiency of public goods provision. It's because the
more decentralized system of government the more distant relationship between central
government and local goverment, so the supervision of the central government will be reduced
and this gives an opportunity of corruption increases. These findings do not fit with what is
expressed by Tiebout hypothesis.

Keywords: Fiscal decentralization, efficiency of public goods provision.
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1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam dua dekade terakhir ini Indonesia mengalami pergeseran paradigma
pembangunan, dari yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada sistem
yang sentralisasi, pemusatan wewenang ada pada pemerintah pusat sedangkan
peran pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.
Sistem tersebut menyebabkan pembangunan yang belum tentu sesuai dengan
kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga dapat mematikan
kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya (Syaukani et al., 2002).
Sistem pemerintah yang terdesentralisasi memberikan wewenang kepada
pemerintah daerah untuk mengurus serta mengelola bidang politik dan ekonomi
daerahnya secara mandiri. Salah satu lingkup bidang ekonomi tersebut mencakup

urusan fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan seluruh/sebagian tugas dan
wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus serta
mengelola seluruh anggarannya baik pemasukan maupun pengeluaran. Manfaat dari
pemerintahan yang terdesentralisasi adalah pemerintah daerah menjadi lebih
fleksibel dalam mengadaptasi kebutuhan dan preferensi masyarakat dikarenakan
posisi pemerintah daerah yang lebih dekat dengan rakyat. Adanya pendelegasian
tanggung jawab pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat meningkatkan
efisiensi baik secara teknis dan alokasi. Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki oleh
daerah untuk mengelola wilayahnya, maka akan semakin tinggi pula perkembangan
ekonomi wilayahnya. Selain itu kapasitas daerah yang semakin tinggi dalam
mengelola wilayahnya sesuai dengan keinginan masyarakat maka akan mendorong
terciptanya efisiensi penyediaan pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien
(Robalino et al, 2001). Dengan kata lain ketika suatu daerah semakin
terdesentralisasi maka daerah tersebut akan memiliki kapasitas yang lebih besar
untuk mengelola anggarannya dan hal ini dapat mendorong terciptanya efisiensi

penyediaan barang publik.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia secara resmi dimulai sejak 1
Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU)
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).
Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga

yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU
1



Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah. Pada awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di
Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan
di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan
tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa
penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme
Transfer ke Daerah sesuai asas money follows function. Money follows function yaitu
fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat
melalui penyerahan sumbersumber penerimaan kepada daerah. Adanya mekanisme
Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang
mungkin terjadi baik antar daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, fungsi dari pemerintah pusat hanyalah memberikan masukan serta

monitoring pelaksanaan.

Seiring dengan berjalannya waktu berbagai kebijakan terus dijalankan dan
dikaji ulang dengan tetap mengutamakan aspek penguatan kapasitas Pemda dalam
menjalankan proses desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Melalui UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah melakukan penguatan
pembagian kewenangan antara Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Dari aspek penyempurnaan mekanisme pembiayaan pemerintah
memberlakukukan mekanisme pengalokasian Dana Desa sebagai pemenuhan
amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, konsistensi pemerintah untuk
menggunakan formula dalam perhitungan DAU serta keberanian menghilangkan
aspek hold harmless yang akan memberikan jaminan alokasi DAU di suatu daerah
dipastikan tidak akan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya

(Kementrian Keuangan RI, 2015).

Penyelenggaraan desentralisasi ini sendiri merupakan suatu bentuk
perbaikan penyediaan pelayanan dasar publik yang cenderung menurun jika
diselenggarakan secara terpusat (World Bank, 2003). Negara-negara berkembang
memberi perhatian kepada pencapaian Millenium Development Goals (MDGS),
berharap bahwa desentralisasi fiskal dapat memperbaiki akses ke pelayanan
kesehatan dan pelayanan sosial lain. Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan
tanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik dan pencapaian Millenium
Development Goals oleh pemerintah daerah (Kementerian Keuangan, 2012). Dengan
adanya kebijakan desentralisasi fiskal penyediaan pelayanan publik akan lebih efisien
dan efektif.



Dalam kondisi keterbatasan pendapatan daerah saat ini dan adanya upaya
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta tuntutan kebutuhan barang
publik yang semakin banyak, maka perlu diupayakan juga penghematan belanja
pemerintah melalui rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin
anggaran untuk memberikan tingkat pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Pada dasarnya kebijakan desentralisasi fiskal diberlakukan agar terciptanya efisiensi
sektor publik yang meliputi penyediaan barang publik. Efisiensi penyediaan barang
publik yang tercipta akan menghemat belanja pemerintah daerah. Maksud dari
efisiensi penyediaan barang publik tersebut menurut Antony et al. (2004) dalam
Rochana (2009) adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan
sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah keuangan daerah secara akurat
dan optimal, untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik

terbaik kepada masyarakat.
1.2. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk
meningkatkan pelayanan publik. Dengan menjadikan pemerintah lebih dekat kepada
rakyatnya, diharapkan pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien
dan lebih efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki
pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daripada
pemerintah pusat, sehingga sangat potensial bagi daerah untuk lebih responsif

terhadap aspirasi masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untuk menunjukkan
terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat minimal pada
pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur seiring
berlangsungnya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui pengelolaan
anggaran belanja daerah. Dari uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian yang
akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh indeks desentralisasi

fiskal terhadap efisiensi penyediaan barang publik di Indonesia ?

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini

memiliki tujuan yaitu untuk:

1. Menganalisis dan mengukur besarnya indeks desentralisasi fiskal

masing-masing regional 33 Provinsi di Indonesia.



2. Menganalisis dan mengukur efisiensi penyediaan barang publik regional
33 Provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap efisiensi

penyediaan barang publik di Indonesia.

Informasi mengenai efisiensi dalam penyediaan barang publik perlu diketahui agar
masing-masing daerah dapat mengevaluasi hasil keputusan yang telah ditetapkan
guna menghemat pengeluaran belanja daerah mengingat sumberdaya daerah yang
ada jumlahnya terbatas namun kebutuhan akan penyediaan barang publik tidak

terbatas.

1.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut perspektif kepentingan ekonomi, salah satu alasan diterapkannya
desentralisasi fiskal adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam penyediaan
barang dan jasa publik. Rochana (2009) menyatakan bahwa pelayanan publik yang
paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol

geografis yang paling minimum, dengan alasan:

¢ Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.

e Pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat
sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam
penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

e Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk melakukan

inovasi.

Tiebout mengemukakan bahwa ada faktor yang terlupakan dalam penyediaan
barang dan jasa publik, yaitu pendanaan dan kompetensi. Pada pasar barang privat,
pendanaan merupakan pemicu yang paling mendasar mengenai efisiensi pasar
barang privat. Sedangkan kompetensi mendorong produsen-produsen untuk
memproduksi barang swasta seefisien mungkin sehingga mereka dapat berkompetisi
di pasar. Jika penyediaan barang dan jasa publik diselenggarakan secara
sentralisasi, akibatnya adalah ketiadaan/rendahnya kompetisi nyata yang dihadapi
oleh pemerintah pusat pada saat pembuatan keputusan berkaitan dengan
penyediaan barang dan jasa publik. Keputusan yang dihasilkan dapat tidak efisien

sama sekali.

Oleh karena itu, Tiebout menyarankan agar penyediaan barang dan jasa

publik sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah daerah (local government).
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Tiebout berpendapat bahwa pada saat barang dan jasa publik disediakan di tingkat
lokal, kompetisi antar pemerintah daerah secara natural akan meningkat karena
individu yang menjadi penduduk suatu daerah dapat memilih dan menilai sendiri
kualitas dari penyediaan barang dan jasa publik oleh suatu pemerintah daerah
dibandingkan dengan kontribusi yang telah dibayarkannya dalam bentuk pajak

daerah dan retribusi daerah.

Tiebout menekankan bahwa tingkat dan kombinasi pembiayaan barang dan
jasa publik bertaraf lokal dan pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan
kepentingan politisi, masyarakat lokal, dan pemerintah daerahnya. Masyarakat akan
memilih untuk tinggal di lingkungan yang anggaran daerahnya memenuhi preferensi
yang paling tinggi antara pelayanan publik dari pemerintah daerahnya dengan pajak

yang dibayar oleh masyarakat.

Ketika masyarakat tidak senang pada kebijakan pemerintah lokal dalam
pembebanan pajak untuk pembiayaan barang publik bersifat lokal, maka hanya ada
dua pilihan bagi warga masyarakat, yaitu meninggalkan wilayah tersebut atau tetap
tinggal di wilayah tersebut dengan berusaha mengubah kebijakan pemerintah lokal
melalui legislatifnya. Hipotesis tersebut memberikan petunjuk bahwa terdapat potensi
untuk mencapai efisiensi ekonomi (maximizing social welfare) dalam penyediaan
barang publik pada tingkat lokal. Gambar 1 mencoba menjelaskan secara ringkas

alur kerangka penelitian yang telah dipaparkan.

Gambar 1 — Alur Kerangka Pemikiran

PENGELUARAAN EFISIENSI
DESEL\:;EAAESAS' BELANJA PENYEDIAAN
PEMERINTAH BARANG PUBLIK
DAERAH

Penelitian ini akan mengukur seberapa besar indeks desentralisasi fiskal dan
menghitung tingkat efisiensi penyediaan barang publik masing-masing 33 provinsi di
Indonesia. Setelah perhitungan indeks desentralisasi fiskal dan tingkat efisiensi
penyediaan barang publik didapatkan, perhitungan tersebut akan diolah kembali
untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks desentralisasi fiskal terhadap efisiensi

penyediaan barang publik di Indonesia



